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 PUTUSAN 

Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Ed. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai 

gugat antara: 

Siti Rokana binti Kasio, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah 

Tangga, pendidikan SMK, alamat diJln. Kartini, RT. 001/RW. 001, 

Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende,  

sebagai Penggugat; 

melawan 

Sunaryo bin Jaswadi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, 

pendidikan SD, alamat dahulu di Jln. Kartini, RT. 001/RW. 001, 

Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. 

Akan tetapi sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya 

yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Kesatuan 

Republik Indonesia, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;   

Telah membaca berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2017 

yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima 

dengan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Ed. tanggal 1 November 2017 telah 

mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:  

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende sebagaimana bukti Kutipan 

Akta Nikah: 47/09/VI/2011 tertanggal 01 Agustus 2011; 
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2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah kontrakan di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Rukun Lima, Kabupaten 

Ende; 

3. Bahwa Penggugat da Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang 

bernama Nur Inayah, perempuan, umur 5 tahun; 

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2015 ketentraman 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis 

lagi yang disebabkan karena: 

a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat 

karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak 

dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk 

memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan kebutuhan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ditanggung sepenuhnya 

oleh orang tua Penggugat; 

b. Bahwa Tergugat sering pulang tengah malam dan bahkan sampai 

keesokan harinya tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga bermain 

judi dan mengkonsumsi minuman keras; 

c. Bahwa Tergugat bermain cinta dengan wanita llain dan sudah hidup 

serumah layaknya suami istri; 

5. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015 Tergugat meminta izin kepada rang tua 

Penggugat untuk pulang ke Banyuwangi menjenguk orang tua Tergugat 

yang sedang sakir akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak 

kembali lagi; 

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengubungi Tergugat akan tetapi 

tidak berhasil dan sudah dua tahun Tergugat tida memberi kabar kepada 

Penggugat; 

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti saat ini Penggugat tidak 

mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh 

karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat; 

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar 

Ketua Pengadilan Agama Ende, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 
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mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan 

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

Primair; 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Sunaryo bin Jaswadi) terhadap 

Penggugat (Siti Rokana binti Kasio); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 

Subsidair;  

Dan atau jika Majelis Hakim berpendpat lain, mohon putusan seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski 

sesuai relas panggilan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Ed. tanggal 9 November 2017 

dan tanggal 10 Desember 2017 Tergugat telah dipanggil sesuai dengan 

ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;  

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan 

sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan 

alasan yang sah; 

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui 

mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak 

pernah hadir di persidangan; 

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan 

Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan 

bukti surat berupa:  

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308186710910001, tanggal 7 Juli 

2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, telah bermeterai 

cukup serta dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, 

bukti P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/09/VI/2011, tanggal 1 Agustus 

2011, telah bermeterai cukup serta dinazegelen, serta telah dicocokkan dan 

sesuai dengan aslinya, bukti P.2; 

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang 

saksi sebagai berikut:  
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1. Siti Juwariyah binti Saira. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat 

dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

kontrakan hanya beberapa bulan, kemudian pindah ke rumah saksi 

sebagai orang tua Penggugat; 

- Bahwa selama dalam pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

baik-baik, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat 

bertengkar; 

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah  tempat 

tinggal, karena sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pamit 

kepada saksi untuk pergi ke Banyuwangi menjenguk ibunya yang sakit; 

- Bahwa sewaktu Tergugat pamit kepada saksi, Penggugat masih bekerja di 

toko Star Mart karena belum pulang, waktu itu sore hari, jadi saksi tidak 

tahu apakah Tergugat sudah izin kepada Penggugat atau belum saksi 

tidak tahu, karena Tergugat setelah itu tidak lagi pulang; 

- Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mencari Tergugat ke keluarga 

Tergugat di Banyuwangi, karena Penggugat sibuk bekerja dan sejak itu 

Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat; 

2. Sugeng Handoko bin Kasio. Saksi mengaku sebagai kakak kandung 

Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai 

berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang 

tua Penggugat, lalu pernah juga tinggal di kontrakan, kemudian tinggal 

lagi di rumah orang tua Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena 

setahu saksi Tergugat sejak sekitar bulan Juni 2015 pamit kepada ibu 

saksi pergi ke Banyuwangi untuk menjenguk ibu Tergugat yang sakit, 

tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang kepada Penggugat dan 

juga tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa setahu saksi memang sebelum kepergian Tergugat, sewaktu 

masih tinggal di kontrakan antara Penggugat dan Tergugat sering 
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bertengkar dan kalau terjadi pertengkaran Penggugat pergi ke rumah 

orang tua Penggugat; 

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman 

keras dan suka judi; 

- Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mencari Tergugat ke 

Banyuwangi; 

- Bahwa sewaktu Tergugat pergi menurut cerita ibu saksi, Tergugat pamitan 

kepada ibu saksi; 

Bahwa akhirnya Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi 

melainkan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal 

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi 

melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah 

berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai 

dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang 

lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat diterima tanpa 

kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila gugatan Penggugat tidak 

berdasarkan hukum dan tidak beralasan; 

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap 

Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
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Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 

Tentang Peradilan Agama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari 

akta otentik, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat 

berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan 

Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat 

sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

Tentang Peradilan Agama;  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik 

dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti 

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga 

Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum 

dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum; 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil 

sebagai berikut:  

- Bahwa keadaan rumah tangga Pengggat dengan Tergugat sejak bulan Apri 

2015 sudah tidak baik karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat 

sering pulang tengah malam, Tergugat main judi dan minuman keras, dan 

sejak tanggal 5 Mei 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 

sampai sekarang, dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaan Tergugat 

yang pasti; 

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, 

berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap 

yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat 

tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam 

bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada 

Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang 

didalilkan oleh Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak 

termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi 
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disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua 

saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua 

saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi 

syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 

308 ayat 1 dan 309 RBg. jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 

76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai 

keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti 

yang sah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan 

Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta 

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 Mei 2015 atau kurang lebih 2 

(dua) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu tidak ada komunikasi lagi, terutama 

setelah Tergugat pergi yang pamitnya pergi ke Banyuwangi untuk menjenguk 

orang tua Tergugat yang sakit, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak 

pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;  

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai 

dengan Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut: 

 يتفكرون لقوم لايت ذالك في ان ورحمة مودة بينكم وجعل ازواجالتسكنوااليھا انفسكم من لكم خلق أن ومن ايته

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berakal”; 

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, 

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara 

alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 
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(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat 

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan 

untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga 

tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;  

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang 

demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi 

Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari 

kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;”  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah 

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut 

dikabulkan; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi 

Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba’in sughra 

Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum 

dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim 

wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan 

Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka 

gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) 

R.Bg; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini 

dibebankan kepada Penggugat;  

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan 

perkara ini; 
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MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Sunaryo bin Jaswadi) 

terhadap Penggugat (Siti Rokana binti Kasio); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp421.000,00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan 

pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 

Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua 

Majelis, dan Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Nur 

Ratuloli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat; 

 

Hakim  Anggota, 

 

 

 

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.  

 Ketua  Majelis, 

 

 

 

Drs. M. Agus Sofwan Hadi 

Hakim Anggota, 

 

 

 

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. 

  

 Panitera  Pengganti, 

 

 

 

Muh. Nur Ratuloli, S.H. 
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Perincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,- 

2. Biaya Proses : Rp50.000,- 

3. Biaya Panggilan  : Rp330.000,- 

4. Biaya Redaksi : Rp5.000,- 

5. Biaya Meterai : Rp6.000,- 

 Jumlah : Rp421.000,-     
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